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ABSTRAK 

PERTANGGUNJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 

PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH  

TERHADAP ANAK KANDUNG 

(Studi Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn) 

Oleh   

MEGA AURA NADIBSA 

  

Perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar 

mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan 

atau ancaman kekerasan.Dalam kasus ini yang menjadi tindak pidana pemerkosaan 

yaitu seorang anak yang di perkosa olah ayah kandung yang diputus di Pengadilan 

Negeri Sukadana Lampung Timur Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn.Permasalahan 

dalam skripsi ini meliputi: (1). bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak 

pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung berdasarkan studi 

putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn dan (2). Dasar pertimbangan hakimdalam 

kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung 

berdasarkan studi putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn. 

Penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan empiris.Bahan hukum 

yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer,skunder,dan tersier,pencatatan 

terhadap buku-buku peraturan PerUndang-Undangan serta literatur lainnya 

dilakukan untuk mengumpulkan data dan analisis bahan hukum dengan 

menggunakan metode dokumen/data  serta didukung dengan wawancara kepada 

informan yaitu Hakim Pengadilan Negri Sukadana Lampung Timur,  Jaksa 

Kejaksaan Negri Sukadana Lampung Timur, dan Dosen bagian Hukum Pidana 

Universitas Lampung.Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 

bahan kepustakaan secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan: (1)  Pertanggungjawaban Pidana 

bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak 

Kandung dalam Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn.Ayah kandug telah 

terbukti melanggar Pasal 285 KUHP dan terbukti mampu bertanggungjawab karna 

terdakwa mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan 

dengan hukum dan keadaan jiwanya dalam keadaan sehat dan mampu 
bertanggungjawab.Dalam Pasal dijelaskan persetubuhan yang bukan suami istri dan 

disertai ancaman kekerasan,ancaman verbal,maupun kekerasan secara fisik dari  
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Pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa 

persetujuan lawan jenisnya;Perempuan yang dipaksa sedemikian rupa ,sehingga 

tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan itu dengan 

dipaksa.Dalam kasus ini ayah kandung dijatuhkan Pidana selama 8 tahun Penjara. 

(2) Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang 

dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung. Ialah Pasal 285 KUHP barang siapa 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh 

dengan dia diluar perkawinan,diancam karna melakukan pemerkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.Majelis Hakim dalam memutus 

putusannya menggunkan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.Dasar 

pertimbangan hakim secara yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum , 

tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan 

pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Dasar pertimbangan 

hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, 

dan agama terdakwa.Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa menimbulkan 

penderitaan dan trauma kepada korban dan perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat, namun dalam pekara tersebut majelis hakim juga mempunyai 

pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum 

pernah dihukum, terdawa telah berusia lanjut dan terdakwa menyesali perbuatannya 

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.Dalam Putusan Hakim menjatuhkan 

Pidana selama 8 tahun penjara dan Membebankan Terdakwa untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu rupiah). 

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1) Dalam 

Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan perlunya korban pemerkosaan 

diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat 

penegak hukum agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.(2) 

Dalam dasar pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih 

teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan 

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. 

Kata kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Pemerkosaan,Anak kandung. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan atau kenakalan merupakan masalah yang dialami masyarakat dari waktu 

ke waktu, mengapa kejahatan bisa terjadi dan bagaimana cara menghilangkannya 

merupakan masalah yang terus diperbincangkan.Kejahatan adalah masalah manusia 

yang terjadi pada diri seseorang yang tidak rasional dan disertai dengan keserakahan 

yang mengarah pada kejahatan transgresif seperti kejahatan seksual. 

Kejahatan seksual dalam segala bentuk merajalela dewasa ini. 

Dalam kasus pemerkosaan khususnya, pelaku tidak lagi mengetahui 

kedudukan,pendidikan, status dan umur korban. Semua ini terjadi ketika mereka 

merasa terpuaskan nafsunya. Hal yang sama berlaku untuk usia pelaku yang tidak 

mengenal batas usia.Selama individu memiliki kekuatan seksual, dari anak-anak 

hingga kakek-nenek, pemerkosaan masih dimungkinkan. Tindak pidana perkosaan 

memang merupakan perbuatan yang mengerikan karena selain dibenci masyarakat 

terutama keluarga korban, Allah juga melaknat para pelaku perkosaan.Salah satu 

tindak pidana yang menjadi permasalahan di negara Indonesia adalah tindak pidana 

pemerkosaan sering terjadi dan dapat menimpa semua orang tanpa  
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kecuali siapa saja dapat menjadi korban pemerkosaan tidak memandang jenis 

kelamin baik pria maupun wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik, 

kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang.Merujuk pada 

rumusan Pasal 285 KUHP.Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai 

berikut: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan,diancam karna melakukan 

pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

maka xyang xdimaksud xdengan perkosaanxadalahxtindakan xatau xperbuatan 

laki-laki xyang xmemaksa perempuan xagar xmau xbersetubuh xdengannya xdi 

luarxperkawinan xdengan menggunakan xkekerasan xatau xancaman xkekerasan. 

DixIndonesia xsendiri xsebagian xbesar xtindak xpidana xpenguasaan xterjadi pada 

wanita xbahkan xterhadap xanak xkecil xsekalipun xada xyang xberpendapat 

bahwa xwanita xdiperkosa xkarena xpenampilannya xseperti xmisalnya xdengan 

berpakaian xminim xsehingga xdapat xmemancing xseseorang xuntuk xmelakukan 

tindak xpidana xpemerasan xterhadapnya. 

Kejahatan xterhadap xperempuan xdan anak xdi xbawah xumur xsekarang xini 

menjadi xperhatian xdikarenakan kejahatan xperilaku xpelaku xlaki-laki xyang 

amoral.Tidakxjarangxpadaxprosesxpenyelesaiannya menimbulkan kesulitan,baik 

padaxtahapxpenyidikan, putusanxdan pascaxpengadilan.Yang xpertama pada tahap 

pelaporan,korbanxdengan penderitaanxfisikxdanxpsikis,harus dapat menceritakan 

apa yang telah menimpa dirinya. 
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Kedua, korban mesti xhadir dalam xpersidangan denganxsegala xbiaya xsendiri 

dalam keadaan xmental dan xpsikis xyang xterganggu. Ketiga, korban xmendapat 

labelisasi burukxatas dirinya dari lingkungan bahkan tidak diterima dikeluarganya, 

dan yang utamanyaxkorbanxtidak mendapat ganti rugi dari siapapun.Selain 

kesulitan dalam xbatasan xdi xatas, xjuga xkesulitan pembuktian pemerkosaan 

atauperbuatan cabul yangxumumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.1Tindak 

pidana pemerkosaan tidakxhanya terjadi di daerahxkota besar dengan tingkat 

kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapixjuga terjadi di 

pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. 

Fenomena ini menunjukan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah masalah 

serius bagi setiap sudut kehidupan masyarakat xIndonesia.2Tidak jarang peristiwa 

pemerkosaan tidak dilaporkan kepada aparat polisi. Alasan kasus-kasus perkosaan 

tidak dilaporkanxoleh korban kepadaxaparat penegak hukum untuk diproses 

kepengadilan karena beberapa faktor,diantaranya korban merasa malu dan tidak 

ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut 

karena telah diancamxoleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan 

kejadian tersebut kepada polisi.Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan 

 
1 xBudi xHeryanto,konrban xtindak xpidana xpemerkosaan xdalam xperspektif 

xviktiminologi,jurnal xhukum xmimbar xjustitia, xVol. x6 xNo. x1 x– xJuni x2020, xhlm x91 
2 xIra xDwiati, x2007, xPerlindungan xHukum xTerhadap xKorban xTindak xPidana xPerkosaan 

xDalam xPeradilan xPidana, xTesis xFakultas xHukum, xUniversitas xDiponogoro, xSemarang, 
xhlm.1 
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mental atau kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada 

prosesxpenegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban 

dan masyarakat.3 

Suatu xhal xyang xsangat xmengecewakan xserta xmengejutkan, xketika xtindak 

pidana xperkosaan xdilakukan xoleh xorang-orang xyang xdikenal xbaik xoleh  

para xkorban xseperti xguru, xdokter, xteman xdekat xdan xorang xtua xkandung. 

Orang-orang xyang xmelakukan xtindak xpidana xperkosaan xadalah xorang-orang 

yang xseharusnya xmemberikan xperlindungan xkepada xpara xkorban xdari   

segala xbentuk xganguan xkeamanan xlingkungan xmaupun xtanggung xjawab 

untuk xpendidikan xdan xpenghidupan xdi xmasa xdepan xanak xtersebut. 

Perkosaan xyang xdimaksud xpenulis xdalam xpembahsan xini xialah xperkosaan 

yang xdilakukan xoleh xayah xkandung xterhadap xanak xkandungnya xyang 

dilakukan xsecara xberulang xdengan xkekerasan xatau xancaman xkekerasan.   

Hal xtersebut xsangat xdisayangkan xmengingat xorang xtua xtersebut x(Ayah) 

dalam xprakteknya xharus xmemberikan xperlindungan xdan xpembinaan xmental 

terhadap xketurunannya x(Anak) xagar xanak xtersebut xmemiliki xkepribadian 

yang xmapan xdan xmampu xmengembangakan xpola xpikirnya xke xarah xyang 

positif.Tetapi xdi xdalam xhal xini xtidaklah xdemikian xadanya, xkenyataan   dan 

harapan tidaklah xsama, xsebab xternyata xpelaku xtindak xpidana perkosaan x 

 
3 xBarda xNawawi, x2002, xBunga xRampai xKebijakan xHukum xPidana, xCitra xAditya 
xBakti, xBandung, xhlm. x1-2 
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tidak xhanya orang xlain xtetapi xjuga xberada xdalam xlingkup keluarga xsebagai 

organisasi terkecil. x 

Salah xsatu xcontoh xialah xkasus xpemerkosaan xyang xdilakukan xAyah 

kandung xterhadap xanak xkandungnya xsendiri xNomor xPekara 

385/Pid.B/2021/PN.Sdn,Di xTegal xAsri xDesa xJojog xKecamatan xPekalongan 

Kabupaten xLampung xTimur, xHermanto xbin xMuniro xtelah xterbukti xsecara 

sah xdan xmeyakinkan xbersalah xmelakukan xtindak xpidana xperkosaan  

terhadap xanak xkandungya xsendiri xsecara xberulang.yang dilakukan oleh pelaku 

sejak xTahun x2007 xsamapai x2021.Pada xTahun x2007 xkorban    berusia 17 

tahun xkorban xdiancam xoleh xayah xkandung xjika xtidak   menuruti kemauan 

ayahnya denganxacaman membuhxkorban dan membunuh xadik kandungnya.Pada 

Tahun 2009 korban sudah xmenikah   dan xmempunyai seorang xanak xperempuan.  

Semasa menikah korban tetap mendapat acaman untuk melakukan  perbuatan yang 

diinginkan oleh ayah kandungnya dengan ancaman akan membunuh 

korban,membunuh adik kandik kandung korban,anak kadung korban,ibu 

kandung,dan pelaku akan mengancam akan menghancurkan rumah tangga 

korban.dan pada Tahun 2021 rumah tangga korban sedang bermasalah karna masah 

perekonomian dan korban pulang kerumah ayah kandunganya (pelaku) dan disitu 

pelaku memaksa korban untuk melakukan keinginan pelaku dan korban menolak 

permintaannya namun pelaku mengancam dengan perkataan yang sama.Setelah itu 
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korban kabur kerumah sahabatnya dan menceritakan bahwa dia tealah di perkosa 

oleh ayah kandungnya sejak Tahun 2007 sampai 2021. 

Dalam xkasus xdi xatas xterdakwa xterancam xdalam xPasal xBarangsiapa    

dengan xkekerasan xatau xancaman xkekerasan xmemaksa xperempuan xyang 

bukan xisterinya xbersetubuh xdengan xdia, xdihukum, xkarena xmemperkosa, 

dengan xhukuman xpenjara xselama-lamanya xdua xbelas xtahun. x(285 xKUHP). 

Kondisi xinilah xyang xmeperhatinkan xdan xmemberi xdampak xketakutan   

dalam xlingkungan xmasyarakat xuntuk xmenjaga xbuah xhati xmereka xsebab xdi 

dalam xlingkup xrumah xtangga xsekalipun xtidak xmenutup xkemungkinan 

terjadinya xtindak xpidana xterhadap xanak. xKondisi xini xjuga xmenimbulkan 

kebimbangan xsebab xhukuman xapakah xyang xsetimpal xdan xapakah xhukuman 

tersebut xmemberikan xefek xjera xkepada xsi xpelaku. x 

Disampingxitu jika seorang Ayah/pelaku tersebut dihukum bagaimana pula dengan 

tanggungjawab untuk memberikan nafkah yang ditinggalkan. Disisilain apabila ini 

tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan untuk banyak orang tua 

lainnya yang berkeinginan melakuakan hubungan seksual pada anak kandungnya. 

Sehubungan dengan xkasus xdiatas, xpenulis xtertarik xuntuk xmenyusun 

penelitian xhukum xyang xberjudul:”Pertanggungjawaban xPidana, Tindak Pidana 

Pemerkosaan xyang xdilakukan xAyah xterhadap xAnak xKandung. (Nomor 

Pekara 385/Pid.B/2021/PN.Sdn). 
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B. Permasalahan xdan xRuang xLingkup 

Berdasarkan xlatar xbelakang xmasalah xyang xtelah xdijelaskan xatau xyang   

telah xdipaparkan xdiatas xmaka xrumusan xmasalah xpenelitian xini xadalah x: 

a. Bagaimanakah xPertanggungjawaban xPelaku xTindak xPidana xPemerkosaan 

yang xdilakukuan xAyah xterhadap xAnak xkandung xPada xNomor xPekara 

385/Pid.B/2021/PN.Sdn. 

b. Apa xDasar xpertimbangan xHakim xdalam xkasus xTindak xPidana 

Pemerkosaan xyang xdilakukan xayah xterhadap xanak xkandung xPada 

Nomor xPekara x385/Pid.B/2021/PN.Sdn. 

 

1.Ruang xLingkup x 

Ruang xlingkup xbidang xilmu xdalam xpenelitian xini xadalah xTindak xPidana 

Persetubuhan xAnak xyang xdikakukan xoleh xayah xkandungnya xsendiri 

merupakan xrumpun xIlmu xHukum xPidana xdengan xobjek xpenelitian xterkait 

Analisis xPertimbangan xHakim xdalam xPemidanaan xPelaku xTindak xPidana 

Persetubuhan xpada xAnak xyang xdilakukan xoleh xayah xkandungnya 

sendiri.Nomor x xPekara x385/Pid.B/2021/PN.Sdn). xSelanjutnya xruang xlingkup 

lokasi xpenelitian xini xdilakukan xdi xPengadilan xNegeri xSukadana,   

Kabupaten xLampung xTimur, xTahun x2022. 

C. Tujuan xdan xKegunaan xPenelitian x 

1. Tujuan xPenelitian 
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Berdasarkan xPermasalahan xdan xruang xlingkup xpenelitian, xmaka xpenelitian 

ini xbertujuan: 

a. Untuk xmengetahui xpertanggungjawaban xpelaku xterhadap xanak xkorban 

Tindak xPidana xPemerkosaan xyang xdikukan xayah xkandung. 

b. Untuk xmengetahui xdasar xpertimbangan xhakim xdalam xkasus xTindak 

Pidana xPemerkosaan xyang xdilakukan xayah xkandung. 

2. Kegunaan xPenelitian 

Kegunaan xpenelitian xyang xhendak xdicapai xdalam xpenelitian xini xadalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan xTeoritis 

Hasil xdari xpenelitian xini xdiharapkan xdapat xbermanfaat xuntuk xmenambah 

wawasan, xwacana, xdan xserta xdapat xmemberikan xmasukan-masukan xdi 

samping xundang-undang xterakit, xserta xsebagai xupaya xpengembangan 

wawasan xterhadap xilmu xhukum xyang xditelititi xkhususnya xterkait xdengan 

pentingnya xperlindungan xbagi xanak xdalam xtindakan xasusila xdan 

peningkatan xketerampilan xmenulis xkarya xilmiah. x 

b.Kegunaan xPraktis 

Hasil xPenelitian xini xdiharapkan xdapat xberguna xsecara xpositif xdengan x 

sumbangan xteoritis xdan xrujukan xbagi xaparat xpenegak xhukum xmeliputi 

Hakim. xSelain xitu, xpenelitian xini xdiharapkan xdapat xmemberikan 
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pengetahuan xbagi xrekan-rekan xmahaisiswa xselama xmengikuti xprogram 

perkuliahan xHukum xPidana xpada xFakultas xHukum xUniversitas xLampung 

serta xmasyarkat xpada xumumnya xmengenai xtindak xpidana xpersetubuhan 

anak xyang xterjadi xdi xkalangan xmasyarakat. X 

D. Kerangka xTeoritis xdan xKonseptual 

1. Kerangka xTeoritis 

Kerangka Teoritis xadalah xkonsep-konsep yang merupakan xabstraksi xdari hasil 

pemikiran atau kerangka acuanxyangxpadaxdasarnya bertujuan untuk mengadakan 

indetifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggapxrelevanxoleh peneliti.4 

Kerangka teori ini mencangkup teori yang dipergunakan untuk mendapatkan data 

yang akan dianalisisnsesuai dengan tujuan penelitian.Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

pertangjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim. Berdasarkan hal di atas 

maka penulis menggunakanteori-teori untuk menganalisis permasalaha peneliti 

yang xmeliputi: 

a. Teori xPertanggungjawaban xPidana 

Terdapat xdua xpandangan xmengenai xpertanggungjawaban xpidana xyaitu x: 

1) Teori xMonoistis 

 
4 xSoerjono xSoekanto, x1986, x xPengantar xPeneltian xHukum, xJakarta: xUI xPress, 
xhlm.125 
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Teori xmonoistis xini xdikemukakan xoleh xSimon xyang xmerumuskan 

pertanggungjawaban xpidana xadalah xsuatu xperbuatan xyang xoleh xhukum 

diancam xdengan xhukuman, xbertentangan xdengan xhukum, xdilakukan xoleh 

seorang xyang xbersalah xdan xorang xitu xdianggap xbertanggung xjawab xatas 

perbuatannya. xMenurut xaliran xini xunsur-unsur xStrafbaar xFeit xitu xmeliputi 

unsur xperbuatan xatau xunsur xobjektif xdan xunsur xpembuat xatau xsering 

disebut xunsur xsubjektif. xOleh xkarena xitu, xdicampurnya xunsur xperbuatan 

dengan xunsur xpembuat, xmaka xdapat xkita xsimpulkan xbahwa xStrafbaar xFeit 

adalah xsama xdengan xsyarat-syarat xpenjatuhan xpidana xsehingga xkalau   

terjadi xStrafbaar xFeit xmaka xsudah xpasti xpelakunya xdapat xdipidana.5 

2) Teori xDualistis x 

Pandangan xdualistis xini xmemisahkan xantara xperbuatan xpidana xdan 

petanggung xjawaban xpidana. xMenurut xpandangan xini, xunsur xobjektif   

hanya xdikandung xdalam xperbuatan xpidana. xAtas xdasar xinilah xperbuatn 

pidana xhanya xdapat xdilarang xkarena xtidak xmungkin xsuatu xperbuatan 

dijatuhi xpidana. xSedangkan, xunsur xsubjektif xhanya xterkandung xdalam 

pertanggungjawaban xpidana xyang xditujukan xkepada xpembuat. x 

 

Pemidanaan xhanya xditerapkan xkepada xpembuat xsetelah xterbukti xmelakukan 

perbuatan xpidana xdan xdapat xdipertanggung xjawabkan xatas xperbuatan xyang 

 
5 xMuladi xdan xDwidja xPriyatno, x2009, xPertanggungjawaban xPidana xkoorporasi, 
xKencana xMedia xGroup, xBandung, xhlm. x61-63. 
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dilakukan. xPelaksanaan xperbuatan xpidana xtidak xserta xmerta xmembuat 

seseorang xdapat xdipidana, xlantaran xperbuatan xpidana xhanyaxmerujuk kepada 

sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila 

dilanggar.Pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan 

perbuatan.Pemisaham xperbuatan xpidana   dan pertanggungjawaban pidana ini 

nampak dalam definisi perbuatanpidana yang dikemukakan oleh 

Moeljatno.“Perbuatan xyang dilarang xoleh xsuatu xaturan xhukum xlarangan 

mana xdisertai xancaman (sanksi) xyang xberupa xpidana xtertentu, xbagi xbarang 

siapa xmelanggar larangan xtersebut.”6 

b. Teori xPertimbangan xHakim 

Pertimbangan xhakim xadalah xsuatu xtahapan xdimana xmajelis xhakim 

mempertimbangkan xfakta-fakta xyang xterungkap xselama xproses xpersidangan 

berlangsung. xPertimbangan xhakim xmerupakan xsalah xsatu xaspek xterpenting 

dalam xmenentukan xterwujudnya xnilai xdari xsuatu xputusan xhakim xyang 

mengandung xkeadilan xdan xmengandung xkepastian xhukum. 

Mengandung manfaat bagi paraxpihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, xdan xcermat.Pertimbangan hakim 

tidak teliti, baik, dan cermat maka xputusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah xAgung.7 

 
6 xMoeljatno, x1993, xAsas-Asas xHukum xPidana, xRineka xCipta, xJakarta, xhlm. x54. 
7 xMukti xArto, xPraktek xPerkara xPerdata xpada xPengadilan xAgama, xcet xV x(Yogyakarta: 
xPustaka xPelajar, x2004), xhlm x140 
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Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan hakim harus 

Pertimbangkan xbeberapa xaspek xyaitu xyuridis,filosofis,dan xsosiologis. xAgar 

keadilan xtercapai, xterwujud xdan xdiperhatikan xjawaban xdalam xputusan 

hakim xyaitu xkepda xkeadilan xhukum,keadilan xmoral xdan xkeadilan 

masyarakat. x x 

1) Pertimbangan xYuridis 

Aspek Yuridis yaitu aspek yang berpatok pada Undang-undang yang 

berlaku.Hakimxmenjadi aplikator undang-undang.Pertimbangan yuridis 

maksudnya adalah xhakim xmendasarkan xputusannya xpada xketentuan peraturan 

perundang-undangan secara formil.Hakim secara yuridis,tidak boleh xmenjatuhkan 

pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang 

sah,sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).Alat 

bukti sah yang dimaksud adalah:  

a) Keterangan xSaksi 

b) Keterangan Ahli; 

c) Surat;  

d) Petunjuk;  

e) Keterangan xTerdakwa xatau xhal xyang secara xumum xsudah xdiketahui 

xsehingga xtidak xperlu xdibuktikan x(Pasal 184). 



13 

 

 

Selain  itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil 

dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. 

2) Pertimbangan xSosiologis 

Aspek xSosiologis xyaitu xmempertimbangkan xtata xnilai xbudaya xyang xhidup 

dalam xmasyarakat.Aspek filosofisxdan sosiologis penerapannyaxsangat 

memerlukan xpengalaman xdan xpengetahuan xyang xluas xserta xkebijaksanaan 

yang xmampu xmengikuti xnilai-nilai xdalam xmasyarakat yang terabaikan. Jelas 

penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikutixasas xlegalitas dan xtidak terkait 

pada sistem.Pencantuman ketigaxunsur tersebut xtidak lain xagar putusan dianggap 

adilxdan diterima oleh masyarakat. 

3) Pertimbangan xFilosofis 

Pertimbangan Filosofis yaitu merupakan Pertimbangan filosofis maksudnya hakim 

mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan 

upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.Hal ini 

bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan 

sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akanMdapat 

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.Hakim 

sebagaixpemeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari 

pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus 

perkara. 
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Tahapxpaling penting dalam pemeriksaan dipersidangan adalah 

pembuktian.Pembuktian xbertujuan untuk xmendapat xkepastian xbahwa xsuatu 

fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar ada, xguna untuk mendapatkan 

putusan hakim yang adil dan benar.Hakim tidak dapatxmenjatuhkan suatu putusan 

sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, 

yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampakxadanya hubungan hukum antara 

kedua belah pihak.8 

Dasar xhakim xdalam xmenjatuhkan xputusan xpengadilan xperlu xdidasarkan 

kepada xteori xdan xhasil xpenelitian xyang xsaling xberkaitan xsehingga 

didapatkan xhasil xpenelitian xyang xseimbang xdan xmaksimal xdalam xtataran 

praktek xdan xteori. xSalah xsatu xusaha xuntuk xmencapai xkepastian xhukum 

kehakiman, xdi xmana xhakim xmerupakan xaparat xpenegak xhukum xmelalui 

putusannya xdapat xmenjadi xtolak xukur xtercapainya xkepastian hukum.Seorang 

hakim dalamxhal menjatuhkan xpidana xkepada xterdakwa xtidak boleh 

menjatuhkan xpidana xtersebut xkecuali xapabilaxdenganxsekurang-kurangnya 

dua xalat xbukti xyang xsah, sehingga xhakim xmemperoleh keyakinan xbahwa 

suatu xtindak xpidana xbenar-benar xterjadi xdan    terdakwalah xyang xbersalah 

melakukanya x(Pasal x183 xKUHAP).9 

 
8 xIbid, xhlml x141 
9 xSatjipto xRahardjo, x1998, xBunga xRampai xPermasalahan xDalam xSistem xPeradilan 
xPidana. xPusat xPelayanan xKeadilan xdan xPengabdian xHukum, xJakarta, xhlm.11 
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Hakikatnya xpertimbangan xhakim xhendaknya xjuga xmemuat xtentang xhal-hal 

sebagai xberikut :10 x 

a. Pokok xpersoalan xdan xhal-hal xyang xdiakui xatau dalil-dalil xyang xtidak 

disangkal. 

b. Adanyaxanalisis secaraxyuridisxterhadapxputusanxsegala aspek menyangkut 

semua xfakta/hal-hal xyang xterbukti xdalam xpersidangan. 

c. Adanyaxsemua bagian darixpetitumxPenggugatxharus dipertimbangkan/diadili 

secaraxsatu demi satuxsehingga hakim dapat menarik kesimpulan 

tentangterbukti/tidaknya xdan xdapat dikabulkan/tidaknya xtuntutan xtersebut 

dalam amar putusan. 

2. Konseptual x 

Konseptual adalah xkerangka xyang xmenggambarkan xhubungan xantara konsep-

konsepxkhusus yang merupakanxkumpulan dari arti-arti yang berkaitanxdengan 

istilah yang diinginkan dan diteliti.11 Berdasarkan definisi tersebut maka batas 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam xpenelitian xilmiah xsebagai xberikut: 

a. Tindak xPidana xPemerkosaan 

Tindak xPidana xPemerkosaan xmerupakan perbuatan xkriminal xyang    berwatak 

xseksual xyang xterjadi ketika seseorangxmanusia xmemaksa   manusia xlain 

 
10 xOp.cit xpraktek xperkara xperdata xpada xpengadilan xagama, xcet xV, xhlm x142 
11 xSoerjono xSoekanto,1989,Pengantar xPenelitian xHukum,Jakarta:Universitas 
xIndonesia,hlm.103 
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xuntuk xmelakukan xhubungan xseksual xdalam xbentuk xpenetrasi vagina 

xdengan xpenis, xsecara xpaksa xatau xdengan xcara xkekerasan. xDalam kamus 

xbesar xbahasa xIndonesia, xperkosaan xberasal xdari xkata xperkosaan yang 

xberarti xmenggagahi xatau xmelanggar xdengan xkekerasan. xSedangkan 

pemerkosaan xdiartikan xsebagai xproses, xcara, xperbuatan xperkosa xatau 

melanggar xdengan xkekerasan.12 

b. Pemidanaan xatau xHukuman 

Pemidanaan xatau xHukuman xadalah xsuatu xpengertian xumum, xsebagai   

sanksi xyang xmenderitakan xatau xnestapa xyang xsengaja xdiberikana xkepada 

seseorang.13 

c. Anak  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.mengartikan bahwaxanak adalah tunas, potensi, dan generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,memiliki peran strategis dan mempunyai 

ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan xeksistensi xbangsa xdan negara 

pada xmasa xdepan.14 X 

d. Tindak xPidana xdengan xistilah x“Perbuatan xPidana” 

 
12 xTim xPrima xPena, xKamus xBesar xBahasa xIndonesia(t:t xGitamedia xPress, xt.t), xhlm. 

x453 
13 xAndi xHamzah, x1993. xSistem xPidana xdan xPemidanaan xIndonesia, xPradnya 

xParamita: xJakarta. xhlm.1 
14 xUndang-Undang xRepublik xIndonesia xNomor x23 xTahun x2002 xtentang xPerlindungan 
xAnak x 



17 

 

 

Tindak xPidana xdengan xistilah x“Perbuatan xPidana”yaitu xperbuatan xyang 

melanggar xyang xdilarang xoleh xsuatu xaturan xhukum, xlarangan xmana  

disertai xancaman x(sanksi) xyang xberupa xpidana xtertentu.15 

e. Pertimbangan xHakim 

Adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang 

terungkap selamaxproses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim 

merupakan salahxsatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari 

suatuxputusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian 

hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutansehingga pertimbangan hakim inixharus disikapi dengan teliti, baik, 

dan cermat. Apabila xpertimbangan xhakim xtidak xteliti, xbaik, dan cermatxmaka 

putusan hakimxyangxberasalxdari pertimbangan xhakim tersebut akan dibatalkan 

oleh PengadilanxTinggi/Mahkamah xAgung.16 x 

f. Pertanggungjawaban xPidana 

Merupakan xsalah xsatu xunsur xyang xharus xdipenuhi xdalam xsuatu xperistiwa 

pidana xagar xseseorang xitu xdapat xdikatakan xtelah xmelakukan xtindak   

pidana, xdan xseterusnya xdapat xdijatuhi xhukuman xatas xkesalahan xyang 

dilakukannya. 

 
15 xMoeljatno, x2002, xAsas-Asas xHukum xPidana, xRineka xCipta: xJakarta. xhlm.1 
16 xMukti xArto, xPraktek xPerkara xPerdata xpada xPengadilan xAgama, xcet xV 
x(Yogyakarta: xPustaka xPelajar, x2004), xhlm x140 
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Unsur xpertanggungjawaban xitu xharus xseiring xdan sejalan xdengan xunsur 

kesalahan xlain, xmaka xsuatu xperistiwapidana xitu harus xmemenuhi xunsur 

kesalahan xdan xunsur xpertanggungjawaban xserta harus xbersifat xmelawan 

hukum. xMemang xtidak xsemua xrumusan xdelik   yang xberada xdalam xKUHP 

mencantumkan xunsur xmelawan xhukum. 

E. Sistematika xPenulisan 

Sistematika xPenulisan xpada xjudul xskripsi xini xbahwa xdalam xpenulisan 

skripsi xini xdapat xmencapai xtujuan xyang xdiharapkan, xmaka xskripsi xdisusun 

dalam x3 x(tiga) xBab xdengan xsistematia xpenulisan xsebagai xberikut: 

I.  x x xPENDAHULUAN 

Bab pendahuluan, ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN xPUSTAKA 

Bab ini merupakan penulisan proposal penelitian yang selanjutnya diungkapkan 

pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam 

judul ini.Dalam bab ini akanxdiuraikan tinjauanxumum mengenai 

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung. 

III. METODE xPENELITIAN 



19 

 

 

Bab ini memuat xmetode xyang xdigunakan xdalam xpenulisan xyang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah xyang xdigunakan, dalam xpendekatan masalah, yaitu 

dalamxmemperoleh dan mengkalsifikasikan sumber dan jenis data, serta xprosedur 

pengempulanxdata dan pengolahanxdata, kemudian dari data yang telah terkumpul 

dilakukan xanalisis xdata xdengan bentuk xuraian. 

IV. HASIL xPENELITIAN xDAN xPEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang 

dilakukan ayah terhadap anak kandung (studi putusan Nomor : 

385/Pid.B/2021/PN.Sdn). 

V. PENUTUP 

Berisi xkesimpulan xyang xdidasarkan xpada xhasil xanalisis xdan xpembahasan 

penelitian, xserta xsaran xsesuai xdengan xpermasalahan xyang xditujukan xkepada 

pihak-pihak xyang xterkait xdengan xpenelit
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindakxpidanaxadalah dasar hukum pidana yuridisxnormatif. Kejahatan dapat 

diartikan secaraxyuridisxatau kriminologis. Kejahatan dalam xarti yuridisxnormatif 

merupakanxperbuatan yang terwujud in-abstractoxdidalam peraturan 

pidana.Kejahatan dalam arti krimonologis merupakan perbuatanxmanusia xyang 

menyalahi xnorma xyang xhidup xdi xmasyarakat secara xnyata.17Tindak xpidana 

merupakanxsuatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 

hukum, sebagai xistilah xyang xdibentuk dengan xkesadaran xdalam memberikan 

ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari  peristiwa-peristiwa yang 

konkrit dalam lapangan hukumxpidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 

arti yang bersifatilmiah dan ditentukan dengan jelas untukxdapat memisahkan 

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.18Mengenai 

 
17 xErna xDewi, xTri xAndrisman, xDamanhuri xWN, xAsas-Asas xHukum xPidana xIndonesia 

xDalam xPerkembangan, x(Bandar xLampung: xAURA,(CV. xAnugrah xUtama xRaharja), 

x2013, xhlm x47 x x 
18 xDr.Fitri xWahyuni,Dasar-Dasar xHukum xPidana xDi xindonesia,Tanggerang,(PT 
xNunsantara xPersada xUtama),2017,hlm x35 
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pengertian tindakxpidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda 

sebagi berikut x:19 

Menurut xVos xtindak xpidana xadalah x“suatu xkelakuan xmanusia 

diancam xpidana xoleh xperaturan xUndang-Undang, xjadi xsuatu   

kelakuan xyang xpada xumumnya xdilarang xdengan xancaman xpidana”. 

Secara umum tindak pidana merupakan suatuxperbuatanyang dilakukan oleh 

seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh 

Undang-Undangxdan terdapat sanksi bagi seseorag. 

2. Unsur-unsur xTindak xPidana 

Pada xpembahasan xsebelumnya xtelah xdibicarakan xmengenai xberbagai xpe- 

ngertian xdari xtindak xpidana xoleh xpara xahli xhukum.Istilah x“tindak” xdari 

“tindak xpidana” xmerupakan xsingkatan xdari xkata “tindakan” xsehingga artinya 

ada xorang xyang xmelakukan xsuatu x“tindakan”, sedangkan xorang yang 

melakukan xdinamakan x“petindak”. 

Petindak dengan xsuatu tindakan xada xsebuah xhubungan xkejiwaan, xhubungan 

dari penggunaan salah xsatu xbagian xtubuh, xpanca xindera, xdan xalat xlainnya 

sehingga terwujudnyaxsuatuxtindakan.Hubungan kejiwaanxituxsedemikian 

rupa,dimanaxpetindak xdapat xmenilaixtindakannya,dapat xmenentukan xapa yang 

akandilakukannya dan xapa xyang xdihindarinya, xdapat xpula xtidak dengan 

sengaja xmelakukan xtindakannya, xatau xsetidak-tidaknya xoleh masyarakat 

 
19 xIbid, xhlm x48 
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memandang xbahwa xtindakan xitu xtercela. xSebagimana xyang xdikemukakan 

oleh D. Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr.E. PH.Sutorius xbahwa x: 

Tidak xdapat xdijatuhkan xpidana xkarena xsuatu xperbuatan xyang xtidak 

termasuk xdalam xrumusan xdelik. xIni xtidak xberarti xbahwa xselalu xdapat 

dijatuhkan xpidana xkalau xperbuatan xitu xtercantum xdalam xrumusan xdelik. 

Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat 

dicela.Menurut pengertian rancangan KUHP nasional adalah: 

1) Unsur–unsur formal: 

a. Perbuatan sesuatu 

b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan x 

c. Perbuatan itu olehxperaturan PerUndang-Undangan dinyatakan sebagai 

perbutan terlarang. 

d. Peraturanxitu oleh peraturan PerUndang-Undangan di ancam Pidana. 

2) Unsur–unsur xmeteril: x 

Perbuatan xitu xharus xbersifat xbertentangan xdengan xhukum, xyaitu xharus 

benar-benar xdirasakan xoleh xmasyarakat xsebagai xperbuatan xyang xtidak   

patut xdilakukan. 

Unsur-unsur xapa xyang xada xdalam xtindak xpidana xadalah xmelihat xbagai- 

mana xbunyi xrumusan xyang xdibuatnya. xTindak xpidana xitu xterdiri xdari 
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unsur-unsur xyang xdapat xdibedakan xatas xunsur xyang xbersifat xobyektif xdan 

unsur xyang xbersifat xsubyektif. 

Menurut xLamintang xunsur xobjektif xitu xadalah xunsur xyang xada 

hubungannya xdengan xkeadaan-keadaan, xyaitu xdi xdalam xkeadaan-keadaan 

mana xtindakan-tin- xdakan xdari xsi xpelaku xitu xharus xdilakukan.Unsur 

objektif xitu xmeliputi x: 

a. Perbuatan manusia terbagi atas perbutan yang bersifat positf dan ber- sifat 

negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan 

yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 

KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh 

perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal 

dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), 

membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban 

memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). 

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma 

hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang 

diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 

KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu Pasal hukum 

pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, 

sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik 

seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP. 
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b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau 

membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum 

pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika 

bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang 

timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa 

akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan 

waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal 

pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah 

dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya(akibat) 

orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat. 

c. Keadaan-keadaannya xsekitar xperbuatan xitu, xkeadaan-keadaan xini xbiasa 

terdapat xpada xwaktu xmelakukan xperbuatan, xmisalnya xdalam xPasal x362 

KUHP xkeadaan: x”bahwa xbarang xyang xdicuri xitu xkepunyaan xorang 

lain” xadalah xsuatu xkeadaan xyang xterdapat xpada xwaktu xperbuatan 

“mengambil” xitu xdilakukan, xdan xbisa xjuga xkeadaan xitu xtimbul    

sesudah xperbuatan xitu xdilakukan, xmisalnya xdalam xPasal x345 xKUHP, 

keadaan x: x“jika xorang xitu xjadi xmembunuh xdiri” xadalah xakibat xyang 

terjadi xsesudah xpenghasutan xbunuh xdiri xitu xdilakukan. 

d. Sifat xmelawan xhukum xdan xsifat xdapat xdipidana. xPerbuatan xitu 

melawan xhukum, xjika xbertentangan xdengan xundang-undang. xPada 
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beberapa xnorma xhukum xpidana xunsur x“melawan xhukum” xini    

dituliskan xtersendiri xdengan xtegas xdi xdalam xsatu xPasal, xmisalnya 

dalam xPasal x362 xKUHP xdisebutkan: x“memiliki xbarang xitu xdengan 

melawan xhukum x(melawan xhak)”. xSifat xdapat xdipidana xartinya xbahwa 

perbuatan xitu xharus xdiancam xdengan xpidana, xoleh xsuatu xnorma    

pidana xyang xtertentu. xSifat xdapat xdipidana xini xbisa xhilang, xjika 

perbuatan xitu, xwalaupun xtelah xdiancam xpidana xdengan xundang-undang 

tetapi xtelah xdilakukan xdalam xkeadaan- xkeadaan xyang xmembebaskan 

misalnya xdalam xPasal x44,Pasal 48,Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 xKUHP. 

e.  

Kesalahan x(schuld) xadalah xunsur xmengenai xkeadaan xatau xgambaran xbatin 

orang xsebelum xatau xpada xsaat xmemulai xperbuatan, xkarena xitu xunsur xini 

selalu xmelekat xpada xdiri xpelaku xdan xbersifat xobjektif. xDalam xhal xini 

berbeda xdengan xunsur xmelawan xhukum xyang xdapat xbersifat xobjektif xdan 

bersifat xsubjektif, xbergantung xpada xredaksi xrumusan xdan xsudut xpandang 

terhadap xrumusan xtindak xpidana xtersebut. xKesalaahan xdalam xarti xhukum 

pidana xmengandung xbeban xpertanggung xjawaban xpidana, xyang xterdiri xatas 

kesengajaan x(dolus) xdan xkelalaian x(culpa). xSebagai xcontoh xsuatu 

kesengajaan xterdapat xpada xPasal x338 xKUHP xtentang xpembunuhan, 
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sedangkan xkelalaian xdapat xdirumuskan xdalam xPasal x359 xKUHP xyaitu 

menyebabkan xmati.20 

B. Tindak xPidana xPemerkosaan 

Tindak xpidana xperkosaan xtelah xdiatur xdalam xPasal x285 xKUHP, xyang 

berbunyi: 

Barang xsiapa xdengan xkekerasan xatau xancaman xkekerasan xmemaksa 

seseorang xwanita xbersetubuh xdengan xdia xdi xluar xperkawinan, 

diancam karena xmelakukan xperkosaan xdengan xpidana xpenjara xpaling 

lama xdua belas xtahun21 

 

Salah xsatu xunsur xperbuatan xdari xtindak xpidana xperkosaan xyang xdiatur 

dalam xPasal x285 xKUHP xadalah xperbuatan xbersetubuh. xMenurut xkomentar 

para xpenulis xBelanda, xperbuatan xbersetubuh xdalam xPasal x285 xKUHP 

merupakan xpengertian xkhusus xdari xperbuatan xcabul, xdimana xpengertian 

umum xdari xperbuatan xcabul xdiatur xdalam xPasal xtersendiri, xyaitu xPasal 

289 xKUHP. 

Hal xserupa xjuga xdisampaikan xoleh xArsil, xpeneliti xLembaga Kajian xdan 

Advokasi xuntuk xIndependensi xPeradilan x(LeIP) xyang mengatakan xbahwa 

unsur xbersetubuh xdalam xPasal x285 xKUHP xmerupakan salah xsatu xbentuk 

 
20 xAndi xSfyan xdan xNur xAzisa,2016,Buku xAjar xHukum xPidana,Makasar, xPustaka xPena 

xPress,hlm x99-102 
21 xMoeljatno, x1999,Kitab xUndang-Undang xHukum xPidana,Jakarta: xBumi xAksara, xPasal 
x285. 
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dari xperbuatan xcabul xPasal x289 xKUHP.Secara konvensional, xpersetubuhan 

berarti xpenetrasi xantara xpenis xterhadap vagina.Alasan xBelanda xpada xzaman 

dahulu xmengatur xunsur xpersetubuhan dalam xPasal xtersendiri xadalah xkarena 

adanya xakibat xyang xlebih xberat yang xdapat xditimbulkan xdari xperbuatan 

persetubuhan xtersebut, xyaitu kehamilan. 

Menurut xR. xSoesilo, xyang xdimaksud xdengan x“perbuatan xcabul” xialah 

segala xperbuatan xyang xmelanggar xkesusilaan x(kesopanan) xatau xperbuatan 

keji, xsemuanya xitu xdalam xlingkungan xnafsu xbirahi xkelamin, xmisalnya 

ciuman, xmeraba-raba xanggota xkemaluan, xmeraba-raba xbuah xdada, xdan 

sebagainya.Soesilo xmengatakan xbahwa xpersetubuhan xjuga xmasuk xdalam 

pengertian xperbuatan xcabul, xakan xtetapi xdalam xundang- xundang x(KUHP) 

diatur xtersendiri.Perbuatan xcabul xyang xmerupakan xunsur xperbuatan xdari 

Pasal x289 xKUHP xdisebut xsebagai xtindak xpidana xperbuatan xyang 

menyerang xkehormatan xkesusilaan. xRumusan xlengkap xdari xPasal x289 

KUHP xadalah xsebagai xberikut: 

Barangsiapa xdengan xkekerasan xatau xancaman xkekerasan xmemaksa xseorang 

untuk xmelakukan xatau xmembiarkan xdilakukan xperbuatan xcabul, xdiancam 

karena xmelakukan xperbuatan xyang xmenyerang xkehormatan xkesusilaan, 

dengan xpidana xpenjara xpaling xlama xsembilan xtahun22 

 
22 xKitap xUndang-Undang xHukum xPidana xPasal x289 
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C. Perlindungan xHukum xTerhadap xKorban 

1. PengertianPerlindungan xHukum 

Perlindungan xhukum xadalah xmemberikan xpengayoman xkepada xhak xasasi 

manusia xyang xdirugikan xorang xlain xdan xperlindungan xtersebut xdiberikan 

kepada xmasyarakat xagar xmereka xdapat xmenikmati xsemua xhak-hak xyang 

diberikan xoleh xhukum xatau xdengan xkata xlain xperlindungan xhukum xadalah 

berbagai xupaya xhukum xyang xharus xdiberikan xoleh xaparat xpenegak xhukum 

untuk xmemberikan xrasa xaman, xbaik xsecara xpikiran xmaupun xfisik xdari 

gangguan xdan xberbagai xancaman xdari xpihak xmanapun. 

Perlindungan xhukum xadalah xperlindungan xakan xharkat xdan xmartabat, xserta 

pengakuan xterhadap xhak-hak xasasi xmanusia xyang xdimiliki xoleh xsubyek 

hukum xberdasarkan xketentuan xhukum xdari xkesewenangan xatau xsebagai 

kumpulan xperaturan xatau xkaidah xyang xakan xdapat xmelindungi xsuatu xhal 

dari xhal xlainnya. xBerkaitan xdengan xkonsumen, xberarti xhukum xmemberikan 

perlindungan xterhadap xhak-hak xpelanggan xdari xsesuatu xyang  

mengakibatkan xtidak xterpenuhinya xhak-hak xtersebut. 

Perlindungan xhukum xadalah xpenyempitan xarti xdari xperlindungan, xdalam  

hal xini xhanya xperlindungan xoleh xhukum xsaja. xPerlindungan xyang   

diberikan xoleh xhukum, xterkait xpula xdengan xadanya xhak xdan xkewajiban, 

dalam xhal xini xyang xdimiliki xoleh xmanusia xsebagai xsubyek xhukum xdalam 

interaksinya xdengan xsesama xmanusia xserta xlingkungannya. xSebagai xsubyek 
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hukum xmanusia xmemiliki xhak xdan xkewajiban xuntuk xmelakukan xsuatu 

tindakan xhukum. 

Menurut xSetiono, xperlindungan xhukum xadalah xtindakan xatau xupaya xuntuk 

melindungi xmasyarakat xdari xperbuatan xsewenang-wenang xoleh xpenguasa 

yang xtidak xsesuai xdengan xaturan xhukum, xuntuk xmewujudkan xketertiban 

dan xketentraman xsehingga xmemungkinkan xmanusia xuntuk xmenikmati 

martabatnya xsebagai xmanusia. 

Menurut xMuchsin, xperlindungan xhukum merupakan xsuatu xhal xyang 

melindungi xsubyek-subyek xhukum xmelalui peraturan xPerUndang-Undangan 

yang xberlaku xdan xdipaksakan pelaksanaannya xdengan xsuatu xsanksi. 

Perlindungan xhukum xdapat   dibedakan xmenjadi xdua, xyaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif xdikenal sebagai perlindungan hukum secara 

ex-ante adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu 

pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi.Perlindungan 

hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan PerUndang-Undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan 

dalam xmelakukan sutu xkewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif xadalah perlindungan hukum yang diberikan 

setelah terjadinya suatu sengketa,tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu 

sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai 
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perlindungan hukum ex-post yang merupakan perlindungan akhir berupa  sanksi 

seperti denda,penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

2. Pengertian xKorban 

Menurut Bambang Waluyoxdalam bukunya yangxberjudul Viktimologi 

Perlindungan xKorban xdan xSaksi, xbahwa xyang xdimaksud xdengan xkorban 

adalah“orang xyang xtelah xmendapat xpenderitaan xfisik xatau xpenderitaan 

mental, xkerugian xharta xbenda xatau xmengakibatkan xmati xatas xperbuatan 

atau xusaha xpelanggaran xringan xdilakukan xoleh xpelaku xtindak xpidana xdan 

lainnya”. 

Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik xdan 

seterusnya” itu xadalah korban xdari xpelanggaran xatau xtindak pidana.Pada tahap 

perkembangannya,korban kejahatan xbukan xsajaxorang perorangan, tetapi meluas 

dankompleks.Persepsinyaxtidak xhanya banyaknya xjumlah korban (orang),namun 

jugakorporasi,institusi,pemerintah,bangsadannegara.Mengenaixkorbanperseorang, 

institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara,dapat dijabarkan 

sebagai xberikut x: 

a. Korban xperseorangan xadalah xsetiap xorang xsebagai xindividu xmendapat 

penderitaan xbaik xjiwa, xfisik, xmateriil, xmaupun xnonmateriil. 

b. Korban xinstitusi xadalah xsetiap xinstitusi xmengalami xpenderitaan    

kerugian xdalam xmenjalankan xfungsinya xyang xmenimbulkan xkerugian 
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berkepanjangan xakibat xdari xkebijakan xpemerintah, xkebijakan xswasta 

maupun xbencana xalam. 

c. Korban xlingkungan xhidup xadalah xsetiap xlingkungan xalam xyang 

didalamnya xberisikan xkehidupan xtumbuh-tumbuhan, xbinatang, xmanusia 

dan xmasyarakat xserta xsemua xjasad xhidup xyang xtumbuh xberkembang 

dan xkelestariannya xsangat xtergantung xpada xlingkungan xalam xtersebut 

yang xtelah xmengalami xgundul, xlongsor, xbanjir, xdan xkebakaran xyang 

ditimbulkan xoleh xkebijakan xpemerintah xyang xsalah xdan xperbuatan 

manusia xbaik xindividu xmaupun xmasyarakat xyang xtidak xbertanggung 

jawab. 

d. Korban xmasyarakat, xbangsa, xdan xnegara xadalah xmasyarakat xyang 

diperlakukan xdiskriminatif xtidak xadil, xtumpang xtindih xpembagian xhasil 

pembangunan xserta xhak xsipil, xhal xpolitik, xhak xekonomi, xhak xsosial, 

hak xbudaya xtidak xlebih xbaik xsetiap xtahun. 

Pengertian xkorban xmenurut xbeberapa xperaturan xhukum xyang xberlaku xdi 

Indonesia xadalah xsebagai xberikut x: 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13Tahun x2006 tentang xPerlindungan 

Saksi xdan xKorban. xPasal x1 xAyat x(3) xyang berbunyi x“Korban xadalah 
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orang xyang xmengalami xpenderitaan xfisik, mental, xdan/atau xkerugian 

ekonomi xyang xdiakibatkan xoleh xsuatu tindak pidana”.23 

b. Menurut xUndang-Undang xNomor x23 xTahun x2004 xPasal x1 xAyat x(3) 

tentang xPenghapusan xKekerasan xdalam xRumah xTangga. xPasal x1 xAyat 

(3) xyang xberbunyi x“Korban xadalah xorang xyang xmengalami xkekerasan 

dan/atau xancaman xkekerasan xdalam xlingkup xrumah xtangga”.24 

c. Menurut xUndang-Undang xNomor x27 xTahun x2004 xPasal x1 xAyat x(5) 

tentang xKomisi xKebenaran xdan xRekonsiliasi. xPengertian xkorban xdalam 

Pasal x1 xAyat x(5) xyang xberbunyi x“Korban xadalah xorang xperseorangan 

atau xkelompok xorang xyang xmengalami xpenderitaan xbaik xfisik, xmental 

ataupun xemosional, xkerugian xekonomi, xatau xmengalami xpengabaian, 

pengurangan, xatau xperampasan xhak-hak xdasarnya, xsebagai xakibat 

langsung xdari xpelanggaran xhak xasasi xmanusia xyang xberat, xtermasuk 

korban xadalah xjuga xahli xwarisnya”.25 

D. Perlindungan xHukum xTerhadap xTindak xPidana xPemerkosaan 

 
23 xUndang-Undang xRepublik xIndonesia, xNomor x13 xTahun x2006 xTentang xPerlindungan 

xSaksi xdan xKorban xPasal x1 xAyat x2 

 
24 xUndang-Undang xRepublik xIndonesia, xNomor x23 xTahun x2004 xTentang xPenghapusan 

xKekerasan xDalam xRumah xTangga xPasal x1 xayat x3 

 
25 xUndang-Undang xRepublik xIndonesia, xNomor x27 xTahun x2004 xtentang xKomisi 
xKebenaran xdan xRekonsiliasi xPasal x1 xAyat x5 
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Hak xdan xkewajiban xmerupakan xdua xkata xyang xberbeda xmakna xtetapi 

tidak xdapat xdilepaskan xsatu xdari xyang xlain. xTidak xada xhak xtanpa 

kewajiban, xsebaliknya xtidak xada xkewajiban xtanpa xhak.Dapat xdikatakan 

keduanya xbagai xdua xsisi xdari xmata xuang.Uraian mengenai xhak xdan 

kewajiban xkorban xtidak xterlepas xdari xkemungkinan hubungan xyang xada xdi 

antara xkorban xdengan xpelaku xtindak xpidana,    tidak xsaja xdalam xbidang 

hukum, xtetapi xjuga xdalam xbidang-bidang xlainnya itu.bidang-bidang xlainnya 

tersebut xseringkali xbelum xada aturan xhukumnya,maka jenis hak xdan 

kewajibannya xkorban xada xjuga yang xtidak xberwujud xhak xdan kewajibannya 

korban xada xjuga xyang xtidak berwujud xhak xdan xkewajiban hukum, xyang 

disebut xsebagai xhak xdan kewajiban xmoral. 

Hak xkorban xtentu xberkaitan xdengan xkepentingan xatau xkewenangan xkorban 

akan xsesuatu xyang xdapat xdipertahankan xdari xklaim xatau xtuntutan xpihak 

lain. xHak xkorban xitu xmuncul xberkaitan xdengan xkedudukan xsatu xpihak, 

yaitu xkorban x(individu, xkelompok, xmasyarakat xatau xnegara) xdalam 

relasinya xdengan xpelaku xtindak xpidananya. 

Telah xdisebutkan xdi xatas, xbahwa xkorban xmempunyai xperanna xdan 

tanggung xjawab xfungsional xdalam xsuatu xtindak xpidana. xOleh xkarena xitu 

macamnya xhak xyang xada xpada xkorban xsedikit xbanyak xakan xditentukan 

oleh xtingkat xketerlibatan xdan xtanggung xjawab xfungsional xdari xkorban 

dalam xtindak xpidana xtersebut. 
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Menurut xArief xGosita, xViktimologi xPerspektif xKorban xDalam 

Penanggulangan xKejahatan. xHak-hak xkorban xitu xantara xlain x:26 

1) Korban xberhak xmendapatkan xkompensasi xatas xpenderitaannya, xsesuai 

dengan xkemampuan xmemberi xkompensasi xsi xpembuat xkorban xdan taraf 

keterlibatan x x/partisipasi/peranan xkorban xdalam xterjadinya xkejahatan, 

delinkuensi xdan xpenyimpangan xtersebut 

2) Berhak xmenolak xkompensasi xuntuk xkepentingan xpembuat x   korban 

(tidak xmau xmenerima xkompensasi xkarena xtidak xmemerlukannya) 

3) Berhak xmendapatkan xkompensasi xuntuk xahli xwarisnya, xbila xsi xkorban 

meninggal xdunia xkarena xtindakan xtersebut 

4) Berhak xmendapatkan xpembinaan xdan xrehabilitasi 

5) Berhak xmendapat xkembali xhak xmiliknya 

6) Berhak xmenolak xmenjadi xsaksi, xbila xhal xini xakan xmembahayakan 

dirinya 

7) Berhak xmendapatkan xperlindungan xdari xancaman xpihak xpembuat 

korban, xbila xmelapor xdan xmenjadi xsaksi 

8) Berhak xmendapatkan xbantuan xpenasehat xhukum 

9) Berhak xmempergunakan xupaya xhukum x(rechtsmiddelen). 

 

 

Hak-hak di atas yang disebutkan nampaklah, bahwa sebagian besar hak yang 

dimiliki korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang 

dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain 

(dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana). 

Hak legal yang dimiliki korban itupun sebenarnya tidak spesifik merupakan hak 

korban karena juga dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan korban misalnya 

hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pelaku, hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mempergunakan upaya hukum). lebih 

 
26 xGomgom xT.P xSiregar xdan xRudolf xSilaban, x2020, xHak-Hak xKorban xDalam 
xPenegakan xHukum xPidana, xCV. xManhaji, xMedan, xhlm x44-45 
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lanjut dijelaskan mengenai hak korban yang didapatkan dari tindak pidana 

pelanggaran hak asasi manusia, korban tindak pidana terorisme, korban tindak 

pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 

seksual, korban tindak penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban juga berhak mendapatkan : 

1) Bantuan medis  

2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua hak 

yang didapat korban ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban). Pengkajian lebih dalam terhadap pemenuhan hak korban diatas, maka 

didapatkan pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari pemerintah 

dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan Per Undang-Undangan. Oleh 

karena itu realisasi pemenuhan hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan 

masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi anggota masyarkaat. 

Arief Gosita tersebut diatas, pengakuan akan hak macam apakah yang ada pada 

korban juga berkaitan dengan posisi yang dikehendaki untuk diperankan oleh 
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korban dalam sistem peradilan pidana, dan ini berarti berkaitan dengan model 

pendekatan yang dipakai, yaitu Model Hak-Hak Prosedural (Procedural Right 

Model or Participatory) atau Model Pelayanan (Services Right Model).27 

E. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban xpidana xmerupakan xsalah xsatu xunsur xyang xharus 

dipenuhi xdalam xsuatu xperistiwa xpidana xagar xseseorang xitu xdapat    

dikatakan xtelah xmelakukan xtindak xpidana, xdan xseterusnya xdapat xdijatuhi 

hukuman xatas xkesalahan xyang xdilakukannya. 

Unsur pertanggungjawaban xitu xharus xseiring xdan xsejalan xdengan xunsur 

kesalahan lain, xmaka xsuatu xperistiwapidana xitu xharus xmemenuhi xunsur 

kesalahan dan xunsur xpertanggungjawaban xserta xharus xbersifat xmelawan 

hukum. Memang xtidak xsemua xrumusan xdelik xyang xberada xdalam xKUHP 

mencantumkan xunsur xmelawan xhukum. xNamun xdalam xdelik-delik xtertentu 

unsur xsifat xmelawan xhukum xharus xdicantumkan, xagar xperbuatan/peristiwa 

itu xdapat xdipidana.28Dalam xhukum xpidana, xpembahasan xtentang 

pertanggungjawaban xpidana, xakan xberkaitan xerat xdengan xunsur xperbuatan 

melawan xhukum xdan xunsur xkesalahan, xjuga xdengan xhubungan xsebab 

 
27 123dok, hak-hak korban KDRT, di akses pada https://123dok.com/article/hak-korban-kdrt-

korban-kdrt-dalam-putusan-hakim.q7x85wky pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 13:08. 
28 xEdy xYunara. x2014. x“Pertanggungjawaban xPidana xPerseroan xTerbatas x(PT) xDi 

xIndonesia x(Disertasi) xProgram xDoktor xIlmu xHukum xFakultas xHukum xUniversitas 
xSumatera xUtara”. xMedan. xhlm x158. 

https://123dok.com/article/hak-korban-kdrt-korban-kdrt-dalam-putusan-hakim.q7x85wky
https://123dok.com/article/hak-korban-kdrt-korban-kdrt-dalam-putusan-hakim.q7x85wky
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akibat.secara xbersamaan xketiga xmateri xini xsering xdirumuskan xsebagai 

bagian xdari xnorma xdalam xsuatu xPasal xtindak xpidana.29 

Pertanggungjawaban xpidana xmerupakan xpenilaian xyang xdilakukan xsetelah 

dipenuhinya xseluruh xunsur xtindak xpidana xatau xterbuktinya xtindakan    

pidana. xPenilaian xini xdilakukan xsecara xobjektif xdan xsubjektif, xpenilaian 

secara xobjektif xberhubungan xdengan xpembuat xdengan xnorma xhukum xyang 

dilarangnya, xsehingga. xPada xakhirnya, xsecara xobjektif xpembuat xdinilai 

sebagai xorang xyang xdapat xdicela. xKesalahan xini xberorientasikan xpada 

nilai-nilai xmoralitas, xpembuat xyang xmelanggar xnilai-nilai xmoralitas xpatut 

untuk xdicela. xPenilaian xsecara xsubjektif xdilakukan xterhadap xpembuat   

bahwa xkeadaan-keadaan xpsychologis xtertentu xyang xtelah xmelanggar 

moralitas xpatut xdicela xatau xtidak xdicela. xSeseorang xyang xmempunyai xakal 

sehat xdan xtidak xcacat xmaka xdapat xdimintai xpertanggungjawaban   

pidananya, xnamun xjika xsebaliknya xseseorang xtersebut xtidak xberakal xsehat 

dan xcacat xmaka xtidak xdapat xmempertanggungjawabkan xdan xtidak xdapat 

dipidana. 

Kedua xpenilaian xini xmerupakan xunsur xutama xdalam xmenentukan 

pertanggungjawaban xpidana. xPenilaian xsecara xobjektif xdilakukan xdengan 

mendasarkan xpada xkepentingan xhukum xyang xhendak xdilindungi xoleh   

 
29 xIbid. xhlm. x159. 
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norma xhukum xyang xdilanggarnya. xPenilaian xsecara xsubjektif xdilakukan 

dengan xmendasar xpada xprisip-prinsip xkeadilan xbahwa xkeadaan xpsychologis 

pembuat xyang xsedemikian xrupa xdapat xdipertanggungjawabkan xatau xtidak. 

Penilaian xdilakukan xdengan xcara xmengetahui xtentang xmaksud xdibentuknya 

norma xsosial xatau xnorma xmoral, xkesusilaan xke xdalam xnorma xhukum 

dalam xPerUndang-Undangan xpidana xsangat xberperan. xPenilaian-penilaian 

tersebut xdilakukan xsetelah xunsur xtindak xpidana xterpenuhi xatau xterbuktinya 

tindak xpidana.30 

Dasar xpertanggungjawaban xadalah xkesalahan xyang xterdapat xpada xjiwa 

pelaku xdalam xhubungannya xdengan xkelakuannya xyang xdapat xdipidana   

serta xberdasarkan xkejiwaannya xitu xpelaku xdapat xdicela xkarena xkelakuanya 

itu. xDengan xkata xlain, xhanya xdengan xhubungan xbatin xinilah xmaka 

perbuatan xyang xdilarang xitu xdapat xdipertanggung xjawabkan xpada xsi 

pelaku. 

Dilihat xdari xsudut xkemampuan xbertanggungjawab xmaka xhanya seseorang 

yang xmampu xbertanggungjawab xyang xdapat dipertanggungjawabkan xatas 

perbuatannya. xTindak xpidana xjika xtidak xada kesalahan xmerupakan xasas 

pertanggungjawaban xpidana, xoleh xsebab xitu dalam xhal xdipidananya 

 
30 xAgus xRusianto. x2016. x“Tindak xPidana x& xPertanggungjawaban xPidana xTinjauan 

xKritis xMelalui xKonsistensi xAntara xAsas, xTeori, xdan xPenerapannya”. xJakarta: 
xPrenadamedia xGroup.hlm104 
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seseorang xyang xmelakukan xperbuatan xsebagaimana yang xtelah xdiancamkan, 

ini xtergantung xdari xsoal xapakah xdalam   melakukan xperbuatan xini xdia 

mempunyai xkesalahan.31  

F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam xpertimbangan xhukum xadalah xsuatu xmetode xyang xdilakukan xoleh 

hakim xdalam xmenjatuhkan xputusan xyang xsesuai xdengan xkekuasaan 

kehakiman xdan xharus xmemagang xasas xhukum xnullum xdelictum xnulla 

poena xsine xpraevia xlegi x(tidak xada xdelik, xtidak xada xpidana xtanpa 

peraturan xterlebih xdahulu). 

Pertimbangan hukum inixharus dimulai dengan frasa“menimbang xdan seterusnya” 

yang xsebagaimana sesuaixdengan fakta terungkap dalam persidangan.32 

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim 

mempertimbangkan xfakta-fakta xyang xterungkap xselama xproses xpersidangan 

berlangsung. 

Pertimbangan xhakim xmerupakan xsalah xsatu xaspek xterpenting dalam 

menentukan xterwujudnya xnilai xdari xsuatu xputusan xhakim xyang   

 
31Deni xAchmad. x“Analisis xPertanggungjawaban xPidana xTerhadap xPelaku xTindak 

xPidana xPenyalahgunaan xTanah xNegara x(REGISTER x45) x(Studi xPada xWilayah 

xHukum xPengadilan xNegeri xMenggala)”. xJurnal xPranata xHukum. xVol. x8 xNo. x1 

xJanuari x2013. 
32 xMoelyatno, xAsas-Asas xHukum xPidana,PT. xRineka xCipta, xJakarta, x1993 xhlm. x23 
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mengandung xkeadilan xdan xmengandung xkepastian xhukum, xdisamping xitu 

juga xmengandung xmanfaat xbagi xpara xpihak xyang xbersangkutan xsehingga 

pertimbangan xhakim xini xharus xdisikapi xdengan xteliti, xbaik, xdan xcermat. 

Apabila xpertimbangan xhakim xtidak xteliti, xbaik, xdan xcermat xmaka xputusan 

hakim xyang xberasal xdari xpertimbangan xhakim xtersebut xakan xdibatalkan 

oleh xPengadilan xTinggi/Mahkamah xAgung.33 x 

Pertimbangan xhakim xakan xtimbul xpada xsaat xagenda xpemeriksaan xdan 

pembuktian xdi xpersidangan xdinyatakan xtelah xselesai, xsetelah xitu xmajelis 

hakim xakan xmengadakan xmusyawarah xguna xagar xmendapatkan xputusan 

yang xberkepastian, xberkeadilan xdan xkemanfaatan xhukum xsesuai xdengan 

tujuan xhukum.34 

Hakim xsebagai xpemeriksa xsuatu xperkara xjuga xmemerlukan xpembuktian, 

dimana xhasil xdari xpembuktian xtersebut xakan xdigunakan xsebagai xbahan 

pertimbangan xdalam xmemutus xperkara. xTahap xpaling xpenting xdalam 

pemeriksaan xdi xpersidangan xadalah xpembuktian. xPembuktian xbertujuan 

untuk xmendapat xkepastian xbahwa xsuatu xfakta xatau xperistiwa xyang  

diajukan xitu xbenar-benar xada, xguna xuntuk xmendapatkan xputusan xhakim 

yang xadil xdan xbenar. xHakim xtidak xdapat xmenjatuhkan xsuatu xputusan 

 
33 xOp.cit, xPraktek xPerkara xPerdata xpada xPengadilan xAgama, xcet xV, xhlm x140 
34 xAL. xWisnubroto, x2014, xPraktik xPersidangan xPidana, xPenerbit xUniversitas xAtmajaya, 
xYogyakarta, xhlm. x148 
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sebelum xnyata xbaginya xbahwa xfakta xatau xperistiwa xtersebut xbenar-benar 

terjadi, xyakni xdibuktikannya xkebenaran, xsehingga xnampak xadanya   

hubungan xhukum xantara xkedua xbelah xpihak.35 

Dasar xhakim xdalam xmenjatuhkan xputusan xpengadilan xperlu xdidasarkan 

kepada xteori xdan xhasil xpenelitian xyang xsaling xberkaitan xsehingga 

didapatkan xhasil xpenelitian xyang xseimbang xdan xmaksimal xdalam xtataran 

praktek xdan xteori. xSalah xsatu xusaha xuntuk xmencapai xkepastian xhukum 

kehakiman, xdi xmana xhakim xmerupakan xaparat xpenegak xhukum xmelalui 

putusannya xdapat xmenjadi xtolak xukur xtercapainya xkepastian xhukum. 

Seorang xhakim xdalam xhal xmenjatuhkan xpidana xkepada xterdakwa xtidak 

boleh xmenjatuhkan xpidana xtersebut xkecuali xapabila xdengan xsekurang-

kurangnya xdua xalat xbukti xyang xsah, xsehingga xhakim xmemperoleh 

keyakinan xbahwa xsuatu xtindak xpidana xbenar-benar xterjadi xdan    

terdakwalah xyang xbersalah xmelakukanya x(Pasal x183 xKUHAP).36 

Hakikatnya xpertimbangan xhakim xhendaknya xjuga xmemuat xtentang xhal-hal 

sebagai xberikut x:37 x 

 
35 x xOp.Cit, xPraktek xPerkara xPerdata xpada xPengadilan xAgama, xcet xV, xhlm x141 
36 xSatjipto xRahardjo, x1998, xBunga xRampai xPermasalahan xDalam xSistem xPeradilan 

xPidana. xPusat xPelayanan xKeadilan xdan xPengabdian xHukum, xJakarta, xhlm.11 
37 xIbid, xhlm x142 
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a. Pokok xpersoalan xdan xhal-hal xyang xdiakui xatau xdalil-dalil xyang xtidak 

disangkal. 

b. Adanya xanalisis xsecara xyuridis xterhadap xputusan xsegala xaspek 

menyangkut xsemua xfakta/hal-hal xyang xterbukti xdalam xpersidangan. 

c. Adanya xsemua xbagian xdari xpetitum xPenggugat xharus 

dipertimbangkan/diadili xsecara xsatu xdemi xsatu xsehingga xhakim xdapat 

menarik xkesimpulan xtentang xterbukti/tidaknya xdan xdapat 

dikabulkan/tidaknya xtuntutan xtersebut xdalam xamar xputusan. 

Hakim xdalam xmemutus xsuatu xperkara xterdapat x2 x(dua) xkategori 

pertimbangan, xyaitu xpertimbangan xHakim xyang xbersifat xyuridis xdan 

pertimbangan xhakim xyang xbersifat xnon xyuridis. 

a. Pertimbangan xHukum xYuridis 

Pertimbangan xhukum xyang xbersifat xyuridis xmerupakan xpertimbangan   

hakim xyang xdidasarkan xoleh xsuatu xfakta xpersidangan, xdimana 

pertimbangan xyuridis xdilakukan xuntuk xmembuktikan xperbuatan xyang 

didakwakan xdalam xsurat xdakwaan. xAdapun xpertimbangan xhakim xdari   

aspek xyuridis xyang xdidasarkan xpada xfaktor-faktor xyang xterungkap xdalam 

persidangan xdiantaranya x:38 

 
38 xSyarifah xDewi, xDasar xPertimbangan xHukum xHakim xMenjatuhkan xPutusan xLepas 

xdari xSegala xTuntutan xHukum xTerdakwa xDalam xPerkara xPenipuan xStudi xPutusan 

xPengadilan xTinggi xDenpasar xNomor x: x24/PID/2015/PT.DPS, xJurnal xVerstek xVol x5 
xNo. x2, xhlm x269 
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1. Dakwaan xPenuntut xUmum x 

Dakwaan xyaitu xsuatu xberbentuk xsurat xatau xakta xyang xterdapat xpernyataan 

tindak xpidana xyang xdidakwakan xkepada xseseorang xyang xmelakukan xtindak 

pidana xsehingga xakan xdisimpulkan xdan xditarik xdari xhasil xpemeriksaan 

penyidikan xdan xmerupakan xlandasan xbagi xhakim xsaat xmemeriksa xdi 

persidangan. xDapat xdismpulkan xbahwa xdakwaan xtersebut xmerupakan xsuatu 

surat xdakwaan xyang xisinya xtermuat xmengenai xrumusan xtindak xpidana  

yang xmenjadi xdakwaan xkepada xterdakwa xyang xdimana xsurat xdakwaan 

tersbeut xmerupakan xtuduhan xdari xpenuntut xumum xnamun xsesuai xdengan 

Pasal-Pasal xyang xtelah xditentukan xdalam xUndang-Undang. 

2. Keterangan xsaksi x 

Keterangan xsaksi xmerupakan xsalah xsatu xalat xbukti xdalam xperkara xpidana 

yakni xuntuk xmengetahui xketerangan xdari xsaksi xmengenai xsuatu xperistiwa 

pidana xyang xia xdengar xsendiri, xia xlihat xsendiri, xdan xia xalami xdengan 

menyebutkan xalasan xdari xpengetahuannya xtersebut. xKeterangan xsaksi 

merupakan xalat xbukti xyang xtelah xdiaturdan xdjelaskan xdalam xPasal x184 

Ayat x1 xKUHP xhuruf xa xmenyatakan x: 

Keterangan xsaksi xmerupakan xketerangan xmengenai xsuatu xperistiwa xpidana 

yang xia xdengan xsendiri, xia xlihat xsendiri, xdan xia xalami xsendiri, xuang 

harus xdisampaikan xdalam xsidang xpengadilan xdengan xmengangkat xsumpah. 

Keterangan xsaksi xyang xdisampaikan xdi xmuka xsidang xpengadulan xyang 

merupakan xhasil xpemikiran xsaja xatau xhasil xrekaan xyang xdiperoleh xdari 

kesaksian xorang xlain xtidak xdapat xdinilai xsebagai xalat xbukti xyang xsah. 

Kesaksian xsemacam xini xdalam xhukum xacara xpidana xdisebat xdengan    
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istilah xtestimonium xde xauditu. xKesaksian xtersbut xdimungkinkan xdapat 

terjadi xdi xpersidangan.” 

 

Keterangan xTerdakwa xdigolongkan xsebagai xalat xbukti. xMaka xKeterangan 

Terdakwa xadalah xapa xyang xdinyatakan xTerdakwa xdi xsidang xtentang 

perbuatan xyang xia xlakukan xatau xyang xia xketahui xsendiri xatau xyang xia 

alami xsendiri 

3. Barang xBukti x 

Barang xbukti xadalah xbarang xyang xdipergunakan xoleh xTerdakwa xuntuk 

melakukan xsuatu xtindak xpidana. xBarang xyang xdigunakan xyakni xdijadikan 

bukti xyang xdiajukan xdalam xsidang xpengadilan xbertujuan xuntuk    

menguatkan xketerangan xsaksi, xketerangan xahli, xketerangan xTerdakwa    

untuk xmenitikberatkan xkesalahan xTerdakwa. xDengan xadanya xbarang xbukti 

akan xmenambah xkeyakinan xhakim xdalam xmenilai xbenar xatau xtidaknya 

perbuatan xyang xdidakwakan xkepada xterdakwa. 

b. Pertimbangan xHukum xNon xYuridis 

Pertimbangan xhukum xnon xyuridis xyang xterdiri xdari xlatar xbelakang 

perbuatan xterdakwa, xkondisi xekonomi xterdakwa, xditambah xhakim xharuslah 

meyakini xapakah xterdakwa xmelakukan xperbuatan xpidana xatau xtidak 
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sebagaimana xyang xtermuat xdalam xunsur-unsur xtindak xpidana xyang 

didakwakan xkepadanya.39 

1. Latar xBelakang xTerdakwa xadalah xdapat xdilihat xdari xkondisi xyang 

menyebabkan xterjadinya xkeinginan xserta xdorongan xkeras xterhadap xdiri 

terdakwa xketika xmelakukan xtindak xpidana. 

2. Kondisi xEkonomi xTerdakwa 

3. Akibat xPerbuatan xtedakwa, xDalam xperbuatan xyang xdilakukan xterdakwa 

dapat xmenimbulkan xkorban xsehingga xterjadinya xsuatu xkerugian xpada 

pihak xlain. xSehingga xakibat xdari xperbuatan xterdakwa xyang xtelah 

melakukan xtindak xpidana xmaka xakan xberpengaruh xburuk xkepada 

masyarakat xluas, xserta xterganggunya xkeamanan xdan xketentraman 

masyarakat xdan xmasyarakat xsenantiasa xterancam. 

 

Dalam xProses xpemeriksaan xdi xpersidangan xselesai xdilakukan, xsudah 

semestinya xhakim xmengambil xkeputusan xterhadap xperkara xyang xsedang 

dihadapi. xPutusan xhakum xatau xputusan xpengadilan xmerupakan xaspek 

penting xdan xdiperlukan xdalam xmenyelesaikan xperkara xpidana. xPengertian 

putusan xtelah xdiatur xdalam xPasal x1 xangka x11 xKUHAP x x: x 

 
39 xSyarifah xDewi, xDasar xPertimbangan xHukum xHakim xMenjatuhkan xPutusan xLepas 

xdari xSegala xTuntutan xHukum xTerdakwa xDalam xPerkara xPenipuan xStudi xPutusan 

xPengadilan xTinggi xDenpasar xNomor x: x24/PID/2015/PT.DPS, xJurnal xVerstek xVol x5 
xNo. x2.hlm x271 
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“Putusan xpengadilan xadalah xpernyataan xhakim xyang xdiucapkan xdalam 

sidang xpengadilan xterbuka xyang xdapat xberupa xpemidanaan xatau xbebas   

atau xlepas xdari xsegala xtuntutan xhukum xdalam xhal xserta xmenuruti xcara 

yang xdiatur xdalam xUndang-undang xini.”40 

G. Pengertian xAnak 

1. Pengertian xAnak xmenurut xKUHP 

Secara xumum xdikatakan xanak xadalah xseorang xyang xdilahirkan xdari 

perkawinan xantar xseorang xperempuan xdengan xseorang xlaki-laki xdengan 

tidak xmenyangkut xbahwa xseseorang xyang xdilahirkan xoleh xwanita   

meskipun xmelakukan xpernikahan xtetap xdikatakan xanak. xAnak xmerupakan 

pewaris xdan xpelanjut xmasa xdepan xbangsa. xMenurut xThe xMinimum xAge 

Convention xNomor x138 xTahun x1973, xpengertian xtentang xanak xadalah 

seseorang xyang xberusia x15 xTahun xke xbawah. xSebaliknya, xdalam 

Convention xOn xThe xRights xof xthe xChild xTahun x1989 xyang xtelah 

diratifikasi xpemerintah xIndonesia xmelalui xKeppres xNomor x39 xTahun x1990 

disebutkan xbahwa xanak xadalah xmereka xyang xberusia x18 xTahun xke 

bawah.41 

 
40 xPasal x1 xangka x11 xKUHAP 
41 xAbu xHuraerah, x2012, xKekerasan xTerhadap xAnak. xcet x1, xBandung: xNuansa 

xCendikia, xhlm. x31 
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Dalam xKUHP xtidak xditemukan xsecara xjelas xdefinisi xtentang xanak, 

melainkan xhanyalah xdefinisi xtentang x“belum xcukup xumur x(minderjarig)”, 

serta xbeberapa xdefinisi xyang xmerupakan xbagian xatau xunsur xdari  

pengertian xanak xyang xterdapat xpada xBab xIX xyang xmemberikan xsalah   

satu xunsur xpengertian xtentang xanak xpada xPasal x45 xyang x: xDalam 

menuntut xorang xyang xbelum xcukup xumur x(minderjarig) xatau xmelakukan 

perbuatan xsebelum xumur xenam xbelas xTahun, xhakim xdapat xmenentukan, 

memerintahkan xsupaya xyang xbersalah xdikembalikan xkepada xorang xtuanya, 

walinya xatau xpemeliharanya, xtanpa xpidana xapapun xatau xmemerintahkan 

supaya xyang xbersalah xdiserahkan xkepada xpemerintah, xtanpa xpidana    

apapun xyaitu xjika xperbuatan xmerupakan xkejahatan xatau xsalah xsatu 

pelanggaran xtersebut. 

Pasal x45 xKUHP xmaka xanak xdidefinisikan xsebagai xanak xyang xbelum 

dewasa xapabila xberumur xsebelum x16 xTahun. xDasar xHukum xberlakunya 

KUHP xyakni xUU xNo. x1 xTahun x1946 xpemerintah xmenetapkan xbahwa 

untuk xhukum xpidana xdiberlakukannya xKitab xUndang-Undang xHukum 

Pidana xyang xberlaku xpada xtanggal x8 xMaret x1942 xyang xjuga xberarti 

bahwa xuntuk xhukum xPidana xberlaku xWetboek xvan xStrafrecht xvoor 

Nederland xIndie xyang xbelum xdiubah xoleh xtentara xPendudukan xJepang. 

Undang-Undang xNomor x1 xTahun x1946 xmerupakan xperubahan xdan 

tambahan xdari xWetboek xVan xstrafrecht xditerjemahkan xKitab xUndang-
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Undang xHukum xPidana x(KUHP). xUndang-Undang xNomor x1 xTahun x1946 

memberikan xkekuatan xuntuk xmenyesuaikan xmateri xKUHP xyaitu xketentuan 

yang xtermuat xdalam xPasal x5 xyang xmenegaskan xbahwa: x“Peraturan xhukum 

pidana, xyang xseluruhnya xatau xsebagian xsekarang xtidak xdijalankan xatau 

bertentangan xdengan xkedudukan xRepublik xIndonesia xsebagai xnegara 

merdeka xatau xtidak xmempunyai xarti xlagi, xharus xdianggap xseluruhnya xatau 

sebagian xsementara xtidak xberlaku.” 

2. Pengertian xAnak xmenurut xUndang-Undang xNo.4 xTahum x1979 

Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun x1979 xtentang xKesejahteraan Anak 

Dalam Pasal 1 angka 2 yaitu xseseorang xyang xbelum xmencapai umur 21 (dua 

puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. 

3. Pengertian xAnak xmenurut xUndang-Undang xNo.35 xTahun x2014 

Anak xMenurut xUndang-Undang xNo x35 xTahun x2014 xtentang xPerubahan 

Atas xUndang-undang xNomor x23 xTahun x2002 xtentang xPerlindungan xAnak 

Dalam xPasal x1 xAngka x1 xyaitu xseseorang xyang xbelum xberusia x18 

(delapan xbelas) xTahun, xtermasuk xanak xyang xmasih xdalam xkandungan. 

4. Pengertian xAnak xmenurut xUndang-Undang xNo.11 xTahun x2012. 

Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang xSistem Peradilan  

Anak Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) xAnak xadalah xanak xyang telah xberumur 12 
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(dua belas)Tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) xTahun xyang diduga 

melakukan xtindak xpidana. 

5. Pengertian xAnak xmenurut xUndang-Undang xNo.23 xtahum x2003 

Anak xmenurut xUndang-Undang xNo x23 xTahun x2003 xtentang xPemilu 

Pemilihan xUmum xPresiden xdan xWakil xPresiden xPasal x7, x“Warga xnegara 

Republik xIndonesia xyang xpada xhari xpemungutan xsuara xsudah xberumur x17 

(tujuh xbelas) xTahun xatau xsudah/pernah xkawin xmempunyai xhak xmemilih. 

6. Pengertian xAnak xmenurut xUU xPengadilan xAnak x& xUU xSistem 

Peradilan xPidanaAnak. x 

Dalam xUU xNo. x3 xTahun x1997 xtercantum xdalam xPasal x1 xAyat x(2) xyang 

berbunyi: x“ xAnak xadalah xorang xdalam xperkara xanak xnakal xyang xtelah 

mencapai xumur x8 x(delapan) xTahun xtetapi xbelum xmencapai xumur x18 

Tahun x(deklapan xbelas) xTahun xdan xbelum xpernah xmenikah13.” xJadi   

dalam xhal xini xpengertian xanak xdibatasi xdengan xsyarat xsebagai xberikut: 

pertama, xanak xdibatasi xdengan xumur xantara x8 x(delapan) xsampai xdengan 

18 x(delapan xbelas) xTahun. xSedangkan xsyarat xkedua xsi xanak xbelum   

pernah xkawin, xmaksudnya xtidak xsedang xterikat xdalam xperkawinan xataupun 

pernah xkawin xdan xkemudian xcerai. xApabila xsi xanak xsedang xterikat    

dalam xperkawinan xatau xperkawinanya xputus xkarena xperceraian, xmaka 

sianak xdianggap xsudah xdewasa xwalaupun xumurnya xbelum xgenap x18 

(delapan xbelas) xtahun. xDalam xUU xNo.11 xTahun x2012 xtercantum xdalam 
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Pasal x1 xAyat x(3) xyang xberbunyi x: x“Anak xyang xBerkonflik xdengan 

Hukum xyang xselanjutnya xdisebut xAnak xadalah xanak xyang xtelah xberumur 

12 x(dua xbelas) xTahun, xtetapi xbelum xberumur x18 x(delapan xbelas) xTahun 

yang xdiduga xmelakukan xtindak xpidana42 

7. Pengertian xanak xmenurut xUndang-Undang xNo.11 xTahun x2012 

adalah xbahwa xanak xmerupakan xamanah xdan xkarunia xTuhan xyang xmaha 

esa xyang xmemiliki xharkat xdan xmartabat xsebagai xmanusia xseutuhnya,     

batas xusia xanak xmenurut xUndang-undang xNo. x11 xTahun x2012 xialah xanak 

yang xtelah xberumur x12 x(dua xbelas) xTahun, xtetapi xbelum xberumur x18 

(delapan xbelas) xTahun. xDalam xUndang-undang xNo. x11 xTahun x2012 xini 

terdapat xbeberapa xkategori xanak, xkategori xtersebut xterdapat xpada xPasal x1 

angka x2 x(dua), x3 x(tiga), x4 x(empat), xyaitu: x 

a. Anak xyang xberhadapan xdengan xhukum xadalah xanak xyang xberkonflik 

dengan xhukum, xanak xyang xmenjadi xkorban xtindak xpidana, xdan xanak 

yang xmenjadi xsaksi xtindak xpidana. 

b. Anak xyang xberkonflik xdengan xhukum xyang xselanjutnya xdisebut xanak 

adalah xanak xyang xtelah xberumur x12 x(dua xbelas) xTahun, xtetapi xbelum 

berumur x18 x(delapan xbelas) xTahun xyang xdiduga xmelakukan xtindak 

pidana. 

 
42 xPasal x1 xayat x(3) xUU xNo. x11 xTahun x2012 xtentang xSistem xPeradilan xPidana 
xAnak 
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c. Anak xyang xmenjadi xkorban xtindak xpidana xyang xselanjutnya   

disebutanak xkorban xadalah xanak xyang xbelum xberumur x18 x(delapan 

belas) xTahun xyang xmengalami xpenderitaan xfisik, xmental,dan/atau 

kerugian xekonomi xyang xdisebabkan xoleh xtindak xpidana. 

d. Anak xyang xmenjadi xsaksi xtindak xpidana xyang xselanjutnya xdisebut   

anak xsaksi xadalah xanak xyang xbelum xberumur x18 x(delapan xbelas) 

tahun xyang xdapat xmemberikan xketerangan xguna xkepentingan   

penyidikan, xpenuntutan, xdan xpemeriksaan xdi xsidang xpengadilan xtentang 

suatu xperkara xpidana xyang xdidengar, xdilihat, xdan/atau xdialaminya 

sendiri. 

UU xNo. x11 xTahun x2012 xtentang xSistem xPeradilan xPidana xAnak    

Undang-undang xNomor x11 xTahun x2012 xtentang xSistem xPeradilan xPidana 

Anak xmengemukakan xprinsip-prinsip xumum xperlindungan xanak, xyaitu xnon-

diskriminasi, xkepentingan xterbaik xbagi xanak, xkelangsungan xhidup xdan 

tumbuh xkembang, xdan xmenghargai xpartisipasi xanak. X  Adapun xhak-hak 

anak xdalam xUU xNo.11 xTahun x2012 xsebagai xberikut x:43 x 

a. Diperlakukan xsecara xmanusiawi xdengan xmemperhatikan xkebutuhan 

sesuai xdengan xumurnya 

b. Dipisahkan xdari xorang xdewasa 

c. Memperoleh xbantuan xhukum xdan xbantuan xlain xsecara xefektif 

d. Melakukankegiatan xrekreasional 

 
43 xPasal x3 xUndang-undang xNo. x11 xTahun x2012 xtentang xSistem xPeradilan xPidana 
xAnak 
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e. Bebas xdari xpenyiksaan, xpenghukuman xatau xperlakuan xlain xyang    

kejam, xtidak xmanusiawi, xserta xmerendahkan xderajat xdan xmartabatnya 

f. Tidak xdijatuhi xpidana xmati xatau xpidana xseumur xhidup 

g. Tidak xditangkap, xditahan, xatau xdipenjara,kecuali xsebagai xupaya xterakhir 

dan xdalam xwaktu xyang xpaling xsingkat 

h. Memperoleh xkeadilan xdimuka xpengadilan xAnak xyang xobjektif, xtidak 

memihak, xdan xdalam xsidang xyang xtertutup xuntuk xumum. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengam cara 

menelaah dan menelusuri berbagai peraturan PerUndang-Undangan, teori-teori, 

kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubunganya dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

B.  Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber 

dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat 

maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka.44 Sumber data yang akan 

digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder.45 

 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan 

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan 

asak-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan 

 
44 Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168 
45 Soerjono Soekanto, 1994, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm.14 
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menelaah peraturan per Undang-Undangan yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain: 

a.   Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

peraturan PerUndang-Undangan.  

Adapun penelitian ini digunakan bahan hukum sebegai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun   

1958  tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan 

hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum 

primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini juga yang 

berkiatan dengan Studi Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Sdn 

c. Bahan Hukum Tersier 
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Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

hukum, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet. 

C.  Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah orang-orang yang dijadikan sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana : 1 orang 

b. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sukadana : 1 orang 

c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA : 1 orang       

   3 orang 

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.   Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen/data yang 

berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi 

pustaka (library research) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang 

dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari 

buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selanjutnya menggunakan metode wawancara (Interview) guna 
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memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada 

narasumber untuk mendapatkan informasi. 

2.  Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan  

data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kapustakaan 

hingga dokumentasi, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul 

kemudian diseleksi dan diambil data yang diperlukan. hal ini perlu untuk 

mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuakan dengan 

permasalahan yang ada dalam penulisan 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan sub pokok bahasan 

supaya mempermudah dalam melakukan analisis.  

c. Sistematisasi data, yaitu proses pengolahan data yang diperoleh pada waktu 

peneltian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini 

data-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

E. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriprif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan 
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efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil anlisis guna 

menjawab permasalahan yang di teliti. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan secara indukatif yaitu suaru acara berfikit yang 

didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara 

khusus. 

Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah Putusan 

Nomor 385/PID.B/2021/PN.SDN perkara tindak pidana pemerkosaan yang 

dilakukan ayah terhadap anak kandung sudah diputus dengan seadil-adilnya untuk 

tercapainya suatu supremasi hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu 

dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 

penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan kasus ini. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yangdiuraikan ,maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang 

dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan 

Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn.Hermanto Bin Muniro telah terbukti 

melanggar Pasal 285 KUHP dan terbukti mampu bertanggungjawab karna 

terdakwa mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 

bertentangan dengan hukum dan keadaan jiwanya dalam keadaan sehat dan 

mampu bertanggungjawab.Dalam Pasal dijelaskan persetubuhan yang bukan 

suami istri dan disertai ancaman kekerasan,ancaman verbal,maupun kekerasan 

secara fisik dari pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan 

seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya;Perempuan yang dipaksa sedemikian 

rupa ,sehingga tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan itu 

dengan dipaksa.Dalam kasus ini Hermanto Bin Muniro dijatuhkan Pidana 

selama 8 tahun Penjara. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang 

dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan 
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Nomor:385/Pid.B/2021/PN. Ialah Pasal 285 KUHP barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia diluar perkawinan,diancam karna melakukan pemerkosaan dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun.Majelis Hakim dalam memutus putusannya 

menggunkan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.Dasar 

pertimbangan hakim secara yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum  

, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, 

dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Dasar 

pertimbangan hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, 

kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.Hakim mempertimbangkan perbuatan 

terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma kepada korban dan perbuatan 

terdakwa meresahkan masyarakat, namun dalam pekara tersebut majelis hakim 

juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya 

terdakwa belum pernah dihukum, terdawa telah berusia lanjut dan terdakwa 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.Dalam 

Putusan Hakim menjatuhkan Pidana selama 8 tahun penjara dan Membebankan 

Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu 

rupiah). 
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B. SARAN 

Berdasarkan simpulan,maka saran dari penelitian ini yang dapat penulis 

sampaikan yaitu: 

1. Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan korban pemerkosaan 

diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat 

penegak hukum agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. 

2. Dalam Dasar Pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim 

lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam 

putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.   
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